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Motto 

“Hal yang benar-benar kau yakini pasti akan selalu terjadi, dan keyakinan akan 

suatu hal menyebabkannya terjadi” (Frank Loyd Wright).  

Empat hal untuk dicantumkan dalam kehidupan:  

“Berpikir jernih tanpa terburu-buru;  

Menyayangi setiap orang dengan tulus;  

Bertindak dalam segala hal dengan motif yang termulia;  

Dan Percaya kepada Tuhan tanpa keraguan sedikitpun” (Hellen Keller).  
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ABSTRAK 
 

 Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, 

khususnya di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diambil 

rumusan masalah yaitu; bagaimana implementasi dan apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi peranan BPOM Kota Palembang dalam pengawasan 

dan penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di 

Kota Palembang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan 

hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang bersifat deskriptif. 

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang 

didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks 

naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi 

konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah 

dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan pengawasan 

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang (BBPOM) berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 

tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, serta sanksi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengawasan oleh 

BBPOM dilakukan dengan dua metode yaitu Pre Market dan Post Market. Pre 

market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, 

antara lain penilaian dan pengujian atas mutu keamanan kosmetik. Post Market 

adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan, antara lain 

inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk 

kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik serta informasi 

edukasi masyarakat dan public warning. Pemerintah dalam hal ini telah melindungi 

hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik, bahan berbahaya.  

 

 

 

 

 

  

 

   

 



      BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 
A. Latar Belakang 
 
 
 

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern 

khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut 

merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela 

menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun 

membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era 

perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan 

berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi 

atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan 

kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk 

kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita 

banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk 

kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam  

 



BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena 

tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, 

dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan 

dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi 

oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping. Konsumen biasanya 

tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor 

mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh 

para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanp 

pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek 

samping secara langsung.
1
 

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam 

memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik 

kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah maupun yang tidak berizin edar 

dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku 

usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena 

                                                             
1
 Http://paltv.co.id>online>grebek(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal) (diakses 

pada tanggal 1 september 2017). 



tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.
2
  

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang 

di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk 

kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.
3
 

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 

bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian 

luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
4
 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat 

(BKO) yang dapatmembahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut 

antara lain seperti obat - obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. 

Jadi, yang dimaksud dengan bahan  berbahaya  (Bahan  Kimia  Obat)  dalam  

kosmetik  adalah  bahan  kimia  obat  yang dilarang penggunaannya dalam bahan 

                                                             
2
 Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 1. 
3
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Hal. 12. 
4
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 



baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena 

itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam 

pembuatan kosmetik dilarang. 

Berdasarkan penjelasan Kepala Balai Besar POM Palembang Aropah Zulfahmi, 

menyatakan bahwa: 

Dikawasan Tengkuruk Permai BPOM Palembang melakukan razia rutin 

terkait maraknya barang - barang yang tak ada izin edarnya.Terlihat didalam toko 

Kompak Tengkuruk Permai Blok B pihak BPOM tengah sibuk mencek barang – 

barang yang tak ada layar edar karena diduga mengandung zat berbahaya. Razia ini 

digelar serentak diseluruh Indonesia dengan target operasi kosmetik, ditambahkannya 

jika razia ini akan terus digelar serentak diseluruh Indonesia dengan waktu yang tidak 

ditentukan kedepannya. Selanjutnya atas razia ini dari pihak BPOM akan meneruskan 

temuan ini kelangkah pidana dimana pelaku akan dijerat dalam pasal UU Konsumen 

dengan hukuman 15 tahun penjara.
5 

Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam 

undang-undang menjadi terganggu. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum  

 

                                                             
5
 Http://paltv.co.id>online>grebek(02/12/15-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal) (diakses 

pada tanggal 1 september 2017). 



mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada 

hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis 

kosmetik. Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan  

berbahaya (Bahan Kimia Obat) merugikan konsumen dan dapat dikatakan 

bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam pasal 7 huruf a 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyebutkan bahwa: 

 
Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi 

konsumen di Indonesia. 

Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban 

bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan 

hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan 

hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan 

hukum itu sendiri, beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai  

 



pengertian perlindungan hukum, diantaranya: 

1. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, perlindungan hukum dapat diartikan 

sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak 

dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur 



mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam 

kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena 

pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami 

kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu 

konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit 

setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan 

konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, 

menyebutkan bahwa: 

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan 

konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM 

berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk 

tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik 

kosmetik tersebut dari peredaran. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu: 

1.  Bagaimana implementasi Peranan BPOM Kota Palembang 

dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap peredaran kosmetik 

mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang? 

2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi Peranan 

BPOM Kota Palembang dalam Pengawasan dan Penindakan 

terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya di Kota Palembang? 

 



C. Tujuan Penelitian  

1.  Untuk mengetahui implementasi peranan BBPOM Kota Palembang dan 

pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya di Kota Palembang. 

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi 

peranan BBPOM Kota Palembang dan pengawasan dan penindakan terhadap 

peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik 

yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan 



akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat 

meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen. 

 

 

E. Metode Penelitian 

 

1.  Tipe Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris 

yaitu : 

metode pendekatan dengan perundang-undangan.
6
 Penelitian dengan pendekatan 

perundang-undangan  yang menggunakan konsepsi legal  positivis  bahwa  hukum  

identik  dengan  norma  tertulis  yang  dibuat  dan diundangkan oleh lembaga atau 

pejabat yang berwenang.
7
 Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan 

penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan 

perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data 

maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal 

                                                             
6
 Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hal. 11. 
7
 Ibid., hal 13. 



hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.
8
 Penelitian hukum 

normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah berpatokan pada 

perilaku manusia yang dianggap pantas.
9 

 

2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data 

pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup 

peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, 

serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya Peneliatian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, menyatakan bahwa data sekunder meliputi: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah daripara 

                                                             
8
  Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung: 

Alumni,hal.13 
9
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, Hal. 118. 



sarjana, dan dokumen resmi yang permasalahan yang diteliti;  

c. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.
10

 Dan 

didukung data primer yang berupa hasil wawancara dengan Kepala 

Bagian Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Palembang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

 
1.  Data Sekunder 

 

Data Sekunder diperoleh dengan pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan 

studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya 

ilmiah yang terkait dengan materi penelitian dan pokok masalah yang diteliti, untuk 

kemudian dikaji sebagai pedoman untuk penyusunan data 

2.  Data Primer 

              Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara porposive sampling 

dengan Kepala Seksi Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Palembang. 

                                                             
10

 Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,Jakarta: Rajawali, Hal. 14-15. 

 



3.  Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian disusun secara sistematis 

untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian sebagai pedoman untuk 

membahas masalah yang diteliti. Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian 

kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan 

menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya. Metode ini dapat dikatakan normatif 

karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga 

merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara 

kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum 

yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-

rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu 

penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma 

atau kaida-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok 

permasalahan.
11

 

 

                                                             
  

11
 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal. 11.  
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